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Abstrak

Kesehatan merupakan hal yang penting bagi kehidupan kita. Pemerintah wajib untuk memberikan setiap warganya
jaminan kesehatan yang dimana hal tersebut merupakan kewajiban dari negara untuk memenuhi kebutuhan hak
atas kesehatan seluruh warga negaranya. BPJS Kesehatan merupakan program dari pemerintah yang digunakan
untuk memenuhi kebutuhan kesehatan masyarakat. Kepesertaan dalam BPJS Kesehatan merupakan hal yang wajib
sehingga setiap masyarakat diwajibkan untuk mendaftar sebagai peserta BPJS Kesehatan. BPJS Kesehatan
memiliki kategori dalam tiap kelasnya sehingga untuk pembayaran iuran disesuaikan dengan finansial tiap peserta.
Namun sering sekali terjadi dalam kehidupan tiap hari bahwa terdapat peserta BPJS Kesehatan mengalami
diskriminasi terutama pada kategori kelas Il BPJS Kesehatan. Diskriminasi pada kelas 11l BPJS Kesehatan
biasanya karena faktor ekonomi sosial sehingga terdapat beberapa rumah sakit maupun tenaga medis dalam
pelayanan kesehatan sering menolak pasien BPJS Kesehatan kelas I11. Diskriminasi merupakan perbuatan
melawan hukum karena dengan begitu maka hak bagi tiap orang tidak akan terpenuhi mengingat kesehatan adalah
kebutuhan yang sangat penting dalam kehidupan setiap hari. Namun belakangan ini pemerintah sedang melakukan
program Kelas Rawat Inap Standar yang bertujuan untuk melawan diskriminasi yang terjadi pada fasilitas
kesehatan. Akan tetapi Kelas Rawat Inap Standar tersebut hanyalah berfokus pada infrastruktur bukanlah pada
pelayanan kesehatan. Dengan adanya program tersebut maka iuran yang dibayarkan tergantung pada kemampuan
para peserta BPJS Kesehatan sehingga menghapus prinsip gotong royong. Pihak yang dirugikan yaitu peserta kelas
1 karena membayar iuran cukup tinggi namun fasilitas yang didapatkan sama dengan kelas lain. Peserta yang
dirugikan dapat meminta ganti rugi kepada pelaku usaha yaitu BPJS Kesehatan.

Kata kunci: BPJS Kesehatan; Diskriminasi; Kategorisasi; Kelas Rawat Inap Standar; Peserta BPJS.

PENDAHULUAN

Kesehatan sangatlah penting bagi kita semua, karena jika kita tidak sehat maka kita tidak
dapat melakukan sesuatu bahkan jika kita semua tidak sehat negara pun akan sangat dirugikan
karena dari sektor perekonomian pun akan sangat menurun sehingga negara menjadi tidak
berkembang, maupun dari sektor sumber daya manusia pun akan sangat menurun karena para
masyarakatnya mudah terkena penyakit. Pada Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945 menjamin bahwa setiap orang berhak untuk hidup sehat dan memperoleh
pelayanan kesehatan, karena kesehatan masyarakat pun merupakan tanggung jawab dari
pemerintah dan juga negara.

Jaminan Kesehatan juga telah diatur pada Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018
Tentang Jaminan Kesehatan. Pada Tahun 2011 dibentuklah aturan untuk menyempurnakan
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial
Nasional yaitu dengan lahirnya Undang-undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan
Penyelenggara Jaminan Sosial, dan pada tepatnya tanggal 1 Januari 2014 BPJS sendiri
merupakan perubahan dari PT. ASKES yang dimana pemerintah sendiri memiliki keinginan
memenuhi keperluan serta kebutuhan masyarakat untuk jaminan Kesehatan yang lebih
terjangkau sehingga tidak memberatkan dari finansial masyarakat.
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Prinsip kepesertaan wajib tersebut terdapat dalam Pasal 14 Undang-Undang BPJS yang
berbunyi “Setiap orang termasuk orang asing yang bekerja paling singkat 6 (enam) bulan di
Indonesia, wajib menjadi peserta program jaminan sosial”. Kewajiban tersebut dilakukan
dengan cara melakukan pendaftaran dengan adanya program tersebut diharapkan para
penduduk atau masyarakat mendapatkan kebutuhan hidup yang layak apabila terjadi hal-hal
yang mengakibatkan berkurangnya pendapatan yang dikarenakan sakit, bahkan kesehatan bisa
menjadi acuan untuk menilai suatu bangsa dan negara dengan melihat masyarakatnya, apabila
masyarakatnya memiliki nilai kesehatan yang tinggi maka suatu negara dapat dikatakan sebagai
negara maju karena negara dan juga pemerintah dapat memberikan kesejahteraan bagi
masyarakatnya, karena salah satu ciri negara maju yaitu dapat memberikan kesejahteraan dan
kesehatan bagi masyarakatnya salah satu bentuk dari kesehatan tersebut adalah dengan
memberikan fasilitas Kesehatan yang memadai.

Tujuan dari adanya Program Jaminan Kesehatan ialah agar dapat memberikan pelayan
Kesehatan yang sangat layak dan tidak merugikan masyarakat dari segi finansial dengan cukup
membayarkan dengan membayar iuran ataupun dibayarkan oleh Pemerintah sehingga
masyarakat dapat terpenuhi keperluan untuk kesehatannya. Akan tetapi sering sekali kita temui
di lapangan bahwa pelayanan Kesehatan bagi pengguna BPJS atau jaminan Kesehatan sering
sekali ditolak dengan alasan pihak Rumah Sakit tidak bekerja sama dengan BPJS yang dimana
pada dasarnya Rumah Sakit tidak diperbolehkan menolak pasien yang membutuhkan
pertolongan, sehingga dapat dikatakan sudah melanggar Pasal 32 Undang-Undang Nomor 36
Tahun 2009 Tentang Kesehatan.

Pelayanan Kesehatan merupakan salah satu jasa yang sangat dibutuhkan pada
masyarakat, yang dimana peserta BPJS Kesehatan atau disebut pasien yang merupakan
pengguna BPJS Kesehatan pada umumya sedang mengalami sakit dari fisik maupun psikologis
atau kejiwaan. Setiap orang wajib untuk mendapatkan pelayanan Kesehatan baik itu mereka
yang membayar ataupun tidak dan pelayanan Kesehatan wajib diberikan untuk mereka yang
membutuhkan tanpa melihat dari aspek sosial, ekonomi, ras, suku, ernis, budaya, agama.

Apabila pihak Rumah Sakit tidak bekerja sama dengan BPJS Kesehatan sedangkan
pasiennya merupakan peserta dari BPJS Kesehatan maka perlu diperhatikan kembali apakah
pasien tersebut dalam keadaan yang darurat atau tidak, apabila pada kondisi tersebut butuh
penanganan darurat maka wajib diberikan pertolongan agar bertujuan untuk menyelamatkan
nyawa dan mencegah adanya kecacatan. Pelayanan Kesehatan adalah hak konstitusional untuk
setiap masyarakat agar mendapat perlindungan dari negara namun diskriminasi pada pelayanan
Kesehatan tetap terjadi.

Sering sekali kita melihat adanya bentuk diskriminasi bahkan pada Fasilitas Kesehatan
sekalipun yang dimana sering terjadi pada bagian pelayanan umum, tindakan tersebut biasanya
dikarenakan adanya permasalahan pada bidang latar belakang ekonomi, latar belakang
Pendidikan bahkan sesuatu yang bersifat fiskal. Adanya tindakan diskriminasi pada bagian
pelayanan kesehatan tidak dapat di toleransi karena ini menyangkut dengan nyawa maupun
kesehatan yang dimana sudah jelas melanggar Hak Asasi Manusia.

Diskriminasi pada peserta BPJS Kesehatan terjadi karena adanya celah bagi para oknum
pihak fasilitas kesehatan untuk mengambil keuntungan dari masyarakat. Salah satu celahnya
yaitu adanya perbedaan kelas dalam BPJS Kesehatan yang dimana terdapat perbedaan
walaupun fasilitas yang diberikan tidak jauh berbeda akan tetapi yang menjadi perbedaannya
adalah pada fasilitas rawat inap yang diberikan.

Melihat adanya diskriminasi dalam tiap kelas BPJS Kesehatan maka BPJS Kesehatan
membuat program yang dinamakan Kelas Rawat Inap Standar yang bertujuan untuk
menyamaratakan semua kelas. Akan tetapi dalam penerapannya program tersebut hanya
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berfokus pada infrastruktur bukan pada pelayanan kesehatan sehingga bagi beberapa peserta
BPJS Kesehatan merasa dirugikan dan juga program tersebut menghapus prinsip utama dari
BPJS Kesehatan yaitu gotong royong.

METODE
Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu menggunakan penelitian hukum normatif,
yaitu penelitian ini dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka. Penelitian normatif merupakan
konsep hukum dengan menggunakan metode doktrinal-nomologik dengan bertitik tolak pada ajaran
yang mengkaidai pelaku.
Jenis dan sumber Adapun sumber bahan hukum utama yang digunakan dalam penelitian
kali ini diperoleh berdasarkan:
1.  Bahan Hukum Primer
Data yang diperoleh berdasarkan bahan hukum yang mempunyai kekuatan hukum
yang tetap dan mengikat serta berhubungan langsung dengan masalah yang diteliti
(Amiruddin and Asikin 2014). Dalam hal ini yaitu
Undang-Undang mengenai Badan Penyelenggaraan Sistem Jaminan Sosial Nomor
24 Tahun 2014,
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan,
Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia,
Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Pasal 1367,
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen,
2. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan-bahan hukum yang memberikan penjelasan
mengenai bahan-bahan hukum primer yang diperoleh dengan menelusuri berbagai literatur
dan peraturan perundang — undangan, tulisan ilmiah, surat kabar, dan buku — buku hukum
yang berhubungan dengan permasalahan yang akan dibahas pada penelitian ini.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kategorisasi merupakan suatu inti pada aktivitas manusia serta pembuatan akal. Kategori
merupakan suatu metode pengorganisasian, sebuah “mekanisme klasifikasi” ialah seperangkat
kotak yang mana sesuatu dapat dimasukan dengan tujuan untuk melakukan suatu pekerjaan
hingga produksi birokrasi atau pengetahuan. Kategorisasi dapat membantu untuk
menyederhanakan serta dapat memandu perilaku atau tindakan pada kehidupan sehari-hari
sehingga menjadikannya rutin atau lebih terstruktur sehingga menjadikan dunia menjadi
kompleks. Kategorisasi dapat menjadi senjata untuk melawan diskriminasi apabila cara
penggunaannya benar akan tetapi dapat menjadi diskriminasi apabila dalam penerapannya salah
karena kategorisasi hampir sama dengan diskriminasi apabila tidak digunakan dengan baik dan
benar.

Akan tetapi belum lama ini pemerintah ingin merubah kategorisasi tiap kelas dengan Kelas Rawat
Inap Standar sehingga pemerintah mempersiapkan aturan mauapun landasan hukum untuk program
tersebut. Wakil Menteri Kesehatan yaitu Dante Saksono mengatakan bahwa dengan adanya
sistem KRIS JKN akan lebih fokus untuk memperbaiki jumlah tempat tidur yaitu yang
semulanya terdapat 6 (enam) tempat tidur dalam satu ruang inap sekarang bisa menjadi 4
(empat) tempat tidur dalam satu ruang inap. Tujuan dari pengurangan tempat tidur tersebut
merupakan bagian dari 12 kriteria yang wajib dilakukan dan ditetapkan oleh pihak rumah sakit
agar dapat terlaksananya penghapusan sistem kelas BPJS Kesehatan untuk para konsumen atau
yang disini konsumen yaitu peserta BPJS Kesehatan.

Perubahan iuran bulanan pada BPJS Kesehatan rencananya akan disesuaikan berdasarkan
besaran gaji atau pendapatan yang diterima,sehingga banyak masyarakat yang merasa

@O0

http://jurnal.kolibi.org/index.php/Ira

158




L altuna
(2024), 2 (1): 156-165 4 ) 4///1/5,4// // J} 2962-5351

Jurnal llmu Sosial dan Humaniora

keberatan dengan hal tersebut. Menurut anggota Dewan Jaminan Sosial Nasional atau dikenal
dengan DJSN vyaitu Asih Eka Putri menyatakan bahwa adanya perubahan kebijakan tersebut
disertai juga dengan upaya penghapusan kelas BPJS serta memberlakukan kelas standar.
Dengan begitu maka tidak ada lagi perbedaan pada pelayanan serta fasilitas kelas 1, 2 dan 3
seperti sebelumnya. Menurut Asih dengan adanya penerapan Kelas Standar memiliki prinsip
yaitu sistem gotong royong yang dimana peserta dengan memiliki pendapatan yang tinggi dapat
membantu peserta dengan pendapatan yang kecil dengan membayar iuran lebih besar.

Sistem gotong royong tersebut merupakan prinsip utama pada awal saat program BPJS
dibentuk, akan tetapi peserta BPJS Kesehatan tersebut dapat bebas untuk memilih kelas
berdasarkan kemampuan mereka dalam membayar iuran bulanan tersebut. Sedangkan pada
Kelas Standar yang akan diberlakukan pada awal tahun 2025 tidak ada lagi layanan kelas yang
dimana terdapat perbedaan fasilitas pada tiap kelas

Akan tetapi apabila kebijakan BPJS Kesehatan yang terbaru ini di terapkan pada awal
tahun 2025 mendatang maka akan menyebabkan para peserta BPJS Kesehatan kecewa dan
merasakan tidak puas dengan BPJS Kesehatan, serta pada sekarang ini masih terdapat banyak
sekali masyarakat yang sering mengeluhkan terhadap pelayanan dari fasilitas kesehatan kepada
peserta BPJS Kesehatan yang dianggap terlalu diskriminatif. Salah satu bentuk diskriminasi
yang kerap terjadi yaitu pada perlakuan tenaga kesehatan yang kurang ramah serta tidak
profesional pada pelayanan peserta BPJS Kesehatan.

Apabila adanya kebijakan pada Kelas Standar tetap dijalankan, bahkan sangat mungkin
apabila kedepannya banyak sekali masyarakat yang akan meninggalkan BPJS Kesehatan dan
berpindah menjadi peserta asuransi non-BPJS. Terutama pada peserta yang memiliki
pendapatan yang tinggi sehingga mampu untuk melakukan pembayaran premi bulanan untuk
asuransi kesehatan non-BPJS walaupun premi tersebut dapat dikatakan lebih tinggi daripada
BPJS Kesehatan. Pada saat ini asuransi non-BPJS banyak sekali diminati oleh beberapa
masyarakat karena dapat memberikan pelayanan serta fasilitas terbaik bagi pesertanya, dari
pendaftaran yang untuk pemeriksaan kesehatan yang tidak perlu mengantri terlalu lama, serta
peserta dapat bebas untuk memilih layanan yang terbaik pada premi yang dipilih oleh
pesertanya, bahkan peserta asuransi non-BPJS dapat langsung memilih rumah sakit tanpa perlu
adanya surat rujukan.

Terdapat beberapa kemungkinan yang akan terjadi salah satunya yaitu para peserta BPJS
Kesehatan atau masyarakat akan melakukan mogok pada pembayaran iuran bulanan BPJS
Kesehatan sehingga BPJS Kesehatan akan mengalami kerugian yang membengkak. Apabila
hal itu terjadi maka dapat berdampak bagi pelayanan kesehatan yang telah disediakan dan juga
diberikan oleh fasilitas kesehatan, pada sekarang ini pelayanan serta kepesertaan BPJS
Kesehatan tidak sesuai dan dianggap terlalu diskriminatif.

Upaya Hukum merupakan suatu sidang pada seseorang maupun badan hukum yang
memiliki hak untuk menggugat pada suatu masalah mengenai putusan hakim dan merupakan
tempat untuk para pihak yang merasa kurang puas akan Keputusan hakim karena tidak sesuai
dengan apa yang diharapkan sehingga tidak merasakan adanya keadilan, mengingat hakim juga
merupakan manusia sehingga tidak lepas dari melakukan kesalahan yang menyebabkan
keputusan hakim tersebut salah di pihak lain.

Dalam menyelesaikan sengketa atau permasalahan antara peserta BPJS Kesehatan
dengan BPJS dapat diselesaikan dengan pengaduan kepada unit pengendali mutu akan tetapi
apabila peserta masih belum puas akan hasilnya maka dapat ditempuh dengan upaya hukum
antara lain dengan mediasi, tujuan dari mediasi tersebut adalah untuk mendapatkan titik tengah
dalam menyelesaikan permasalahan atau sengketa tersebut tanpa persidangan. Namun apabila
mediasi gagal maka dapat ditempuh dengan upaya hukum yang lain yaitu melalui pengadilan.
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Dasar hukum dalam penyelesaian sengketa peserta BPJS Kesehatan melawan BPJS
Kesehatan telah diatur pada Pasal 50 Undang-Undang BPJS berbunyi :

“Dalam hal pengaduan tidak dapat diselesaikan oleh unit pengendali mutu pelayanan
dan penanganan pengaduan peserta melalui mekanisme mediasi tidak dapat terlaksana,
penyelesaiannya dapat diajukan ke pengadilan negeri di wilayah tempat tinggal pemohon”.

Dalam Standar Norma dan Pengaturan Nomor 4 tentang Hak Atas Kesehatan yang
dikeluarkan oleh Komnas HAM dijelaskan pada hak dan kewajiban pasien bahwa pada nomor
121 berbunyi :

“Setiap penerima Pelayanan Kesehatan yang dirugikan akibat kesalahan atau kelalaian
tenaga medis dan tenaga kesehatan berhak untuk meminta ganti rugi sesuai pada ketentuan
perundang-undangan”.

Dalam Pasal 1356 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menyatakan bahwa setiap
orang berhak menuntut rugi atas suatu perbuatan melawan hukum yang merugikannya.
Diskriminasi merupakan suatu perbuatan melanggar hukum, dan apabila melihat dari kebijakan
BPJS Kesehatan untuk menetapkan Kelas Rawat Inap Standar maka dapat dikatakan
diskriminasi karena terdapat penghapusan hak bagi beberapa orang terutama bagi peserta BPJS
Kesehatan kelas 1, mengingat Kelas Rawat Inap Standar hanya berfokus pada infrastruktur saja
bukan pada pelayanan kesehatan sehingga terdapat beberapa kebijakan yang dihapus salah satu
nya yaitu pada kelas 1 yang dulunya dalam kamar hanya terdapat 2 orang saja akan tetapi
dengan adanya kebijakan Kelas Rawat Inap Standar menjadi 4 orang sehingga terdapat
penghapusan hak yaitu hak atas kenyamanan, mengingat satu ruangan di isi dengan banyak
orang maka bagi beberapa orang merasa tidak nyaman.

KESIMPULAN
Berdasarkan penelitian yang dilakukan, dalam pembahasan mengenai apakah program
Kelas Rawat Inap Standar BPJS Kesehatan merupakan diskriminasi, maka peneliti dapat
menyimpulkan beberapa poin penting yang dapat disimpulkan antara lain :

Program Kelas Rawat Inap Standar BPJS Kesehatan dapat dikatakan diskriminasi
bukanlah kategorisasi karena dengan adanya Kelas Rawat Inap Standar BPJS terdapat
penghapusan bagi peserta kelas 1 BPJS Kesehatan yaitu salah satunya terdapat perbedaan
kapasitas orang dalam 1 (satu) ruangan yang dimana semulanya hanya 2 (dua) saja
menjadi 4 (empat) orang sehingga bagi beberapa peserta BPJS Kesehatan akan merasakan
tidak nyaman, selain itu juga menghilangkan hak peserta BPJS Kesehatan mengingat
dalam angka 124 huruf (a) Standar Norma dan Pengaturan Nomor 4 tentang Hak Atas
Kesehatan menyatakan bahwa peserta BPJS Kesehatan memiliki hak atas kenyamanan,
keamanan, dan keselamatan pada memanfaatkan barang atau jasa.

BPJS Kesehatan sebagai pelaku usaha memiliki kewajiban untuk memberikan
kompensasi atau ganti rugi kepada peserta BPJS Kesehatan yang dirugika akibat dari
munculnya Kelas Rawat Inap Standar. Sesuai dalam Pasal 7 Undang-Undang Republik
Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen huruf (g) mewajibkan
untuk pelaku usaha memberikan kompensasi atau ganti rugi yang diterima karena tidak
sesuai dengan perjanjian. Mengingat bahwa hal tersebut tidak sesuai dengan perjanjian
awal bahwa peserta BPJS Kesehatan kelas 1 mendapatkan kamar yang berisikan 2 orang
agar mendapat kenyamanan akan tetapi dengan adanya sistem Kelas Rawat Inap Standar
maka kamar yang semula dalam perjanjian tersebut berisikan 2 orang berubah menjadi 4
orang. Sehingga tidak menutup kemungkinan apabila banyak yang meninggalkan BPJS
Kesehatan dan berpindah menggunakan asuransi.
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Adapun saran dari penulis yang ingin dipaparkan karena berkaitan dengan skripsi ini
yaitu :

1. Bagi Pemerintah, sebaiknya tidak perlu menggunakan Kelas Rawat Inap
Standar karena dengan adanya program tersebut dapat menyebabkan hilangnya
beberapa hak yang dimiliki oleh peserta BPJS Kesehatan dan apabila masih ingin
tetap menggunakan program Kelas Rawat Inap Standar maka jangan hanya berfokus
pada infrastruktur saja tetapi juga pada peningkatan pelayanan yang dapat
memuaskan peserta BPJS Kesehatan.

2. Bagi Masyarakat, terutama kepada Peserta BPJS Kesehatan perlu diperhatikan
apakah diskriminasi yang terjadi pada fasilitas kesehatan dilakukan oleh tenaga kerja
atau memang itu merupakan kebijakan dari BPJS Kesehatan sehingga tidak terjadi
salah paham mengingat banyak sekali dalam lapangan dimana terjadinya
diskriminasi tersebut disebabkan karena adanya kekosongan aturan dan tidak diatur
dalam BPJS Kesehatan salah satunya mengenai pembatasan kuota.
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